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Pendahuluan

Kasus PMK di Inggris Th. 2001

DEFRA (Departement of Environment, Food, & Rural Affairs UK)

HOW THE DISEASE SPREAD

After its initial outbreak in
February 2001, foot-and-mouth
disease took just two weeks

to spread across Britain.

See the text below to chart the
infection’s rapid progress.

B 4.220.000 ekor hewan dimusnahkan, yang terdiri dari ;
% 3.487.000 ekor domba
582.000 ekor sapi
146.000 ekor babi
3.000 ekor kambing
1.000 ekor rusa
1.000 ekor hewan lainnya

B Kerugian di sektor pertanian Inggris sebesar 3,1 milyar .
poundsterling (Rp 47.079.769.345.175). Wales in Gaerwen, Gwynf

F 2,5 milyar poundsterling (Rp 37.967.555.923.525) diganti
olenh pemerintah Inggris sebagai kompensasi terhadap
peternak dan biaya pemusnahan.
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Kasus PMK di Inggris Thn. 2001

BBC News

KITA BISA BELAJAR DARI BENCANA INI ??




importasi sapi dan daging kerbau dari India ke Indonesia

(melawan lupa — belajar dari sejarah)

Zebu di impor dari
India sekitar tahun
1806

45 tahun

Out break tahun |/ POLICE NOT\CE
1887 di malang |
1973 DI bali,
1983 DI blora

100 tahun
1990 -OIE

ongole di impor dari
India sekitar tahun
1842

-

h

SK Mentan No. 2556/2016 pada tanggal 8 Juni 2016
Peraturan Pemerintah No. 4/2016 Permentan No.17/Permentan/PK.450/5/2016




ISU YANG BERKEMBANG

Murah jadi alasan daging kerbau India _
jadi pilihan impor = meideka Q

H a rga d a gi ng m a h a I Selasa, 17 September 2019 18:23 WIB Harga dagmg sapi
Indonesia salah satu
[ ]
sedunia

— yang termahal di dunia

Impor (India) Murah

Monopoli

RI Impor Daging Sapi Dikompensasi Daging
Brasil, Monopoli Australia Kerbauy, India Sepakat

p e rd d ga n ga n Berakhir? Tingkatkan Beli Minyak

Harga daging sapi Brasil lebih
kompetitif dibandingkan daging
Australia.
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Perubahan CB ke ZB...

* uUu 18/2009 Digugat ke MK : diterima

Zona based berubah kembali ke Country
Based

® Mk No. 137/PUU-VII/2009

Alasan : maximum sekuriti dan tdk punya
PP Otovet dan Siskeswanas

® UU41/2014 digugat ke MK : ditolak

® (Mencantumkan Zona Based)
® Dari Country based kembali ke zona Based
® MK No. 129/PUU-XII1/2015

® PP4/2016 digugat ke MA : tolak

® MAno.27/P/HUM/2018 produk turunan nya
Permentan 17/2016 dan SK mentan 2556/2016
Daging India masuk ke Indonesia

4 MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Ahli: UU Peternakan Berpotensi PenularanPMK

Menurut OIE : pada
Resolution No. 15.
87th General Session
of World Assembly,
May 2019

Negara india tidak
memiliki zona

India does not have
foot and mouth disease
(FMD)-free zones


https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Resolutions/2019/A_R15_FMD_status.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Resolutions/2019/A_R15_FMD_status.pdf

Suspension of an “FMD free country
where vaccination is not practised”
status

Indonesia

Following an immediate notification

received from the OIE Delegate of
Indonesia on an outbreak of FMD in
Mojokerto, Sidoarjo, Gresik, and Lamongan
districts in the province of Jawa Timur, the
“FMD free country where vaccination is
not practised” status of Indonesia as
recognised by the OIE World Assembly of
Delegates in terms of Resolution No. 13 in
May 2021, is suspended with effect from
12 April 2022.

Informasi terkini

Penangguhan
status Indonesia
sebagai Negara
vang bebas PMK
tanpa vaksinasi
bagi Negara
anggota OIE




OIE Members' official FMD status map
Last update May 2022

© OIE 2022

- Members and zones recognised as free from FMD Countries and zones without an OIE official
without vaccination status for FMD
Members and zones recognised as free from FMD - Siispéniaion of FMD frse statié

with vaccination



KEBIJAKAN OUTBREAK PMK
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PEMERIMNTAH PROWIMSI JAWWA,
DINAS PETERNAKAN

EXRELET

FAKSINILE - 2391553, ENlail - dismsk-jebmiboiail comn
SURABAY A GO2IS

Surabsrga, 5 Mei 2008

5 - ITbu SGUBERMUE 1aWWA TL
¢ Laporan Kejadian Perrpakit

MMernular Akt Pacda Tesnak i
P ypalat Bulot dar Kok
(PP ol Doeel Tieer

Sahibungan dengasn Sdoetyd  codttead (vaabalh] Perryvakit P il
yamya =lah menyerang 1.247 ekor Desmak saps di Kabupaten  Gresik,
Lamrsregan, Sedoarja dam Pravinsi Jaswa Timer dan belahs
terionfinmas positl Penyakit MMulut dan Koku (PME) melalsl surak Kepal &
Pusal Veterinans Fasmma MNoo: 05001/ 310/ HMAOS2022 megoal S PMes
2022 perMmng Jewsabharn Hesil U Sampss] Siegeess?® PMEK. Beraaimia ind Eamrs
laporkan dengan hormat Bngkah-larng kel pengendaian yarng belab, sedeeg
dan akan dilakulkan arntuk merngatasi oodfresk (wabah) dimaksud.

Besrbailoen denigan meakgued besrsebol, Beraars ini kel etk
bebesragna informass ssehagai barioul
1. Fenyakit Mulut dan Koku (PME) adalsh pesryakit hessan meneles akot

WEE Peereray terniak saph, kerbois, kambeeg, dosribe, Bucds den Bl

dermsgan tngkat pernlaran mencapai S0-100%s dan REnogian  ekorssimn

Sarsgal g

Z. Tanda klmiz pesryakit PRME sdalsfh @ Desnaen ool (30-310c);  Keloasr
lendir bardabilan dad mubot dam berboess; Leka-luks sepesti carfzresan
padia romgoa mulat dan lidah; Tedak mao makan; Pincang: Lekas pada
kaki dan diakhiri Epasnya kbuks; Sulit berdiri; Gemetar; Napas cepat;
Prodiukss cuen Burur desstis dam merjach koo,

3. Situas perryakit PMEK @ 3 InconesSsia sefak tahun 15985 telah dinpatakam
betsas dari permyakit PME dan telah disakui olet Oerganisas Kesshatamn
Hewsarn Dumia ((OIE) sshagal mesgara bebas pongakit PMEK pacda tabamn
1o

%*. Kronologs ooty e=sk (eabaih) perryakit PrEC oi avea Timor @

a. Ko pertama kali dilaporkan f Kabipaten Gresik pada @ragoal 2B
Sprll 2022 sk H0F ckor sSopi pobong yang ereebar oi S5
Eecamatan dan 2 desa;

B, Ko ke dus tEedaporkan pada tanggal 1 Me 2022 o Kabupaben
Lamaregan Ssharmpak 102 =kor saps pobong pamg btersehar di 3
Eecamatan dan & 2 desa; selanjubnya 6 Kabupaten  Sidoarjo
seharrpak 595 ekor =api poborg, Sapl perah den kerbao  yEeng
tersebhar o 11 kecsmatan dan 14 dess,

o KeEmurs ke ga terdaporkan peda tampgal 3 Med 2027 di Kabuopaben
Mojokerta Sebhanyak 148 =oor sap potong yang ersehar di 9
Eacamatan dam 19 deas.

d. Perbvaak (wabahl_ .

Surat viral sampai ke
negeri tetangga, Siapa
yang memviralkan ??? X
5 Mei 2022 *~

yang telah menyerang 1247 ekor & 4
ut memiiki tanda kinis sesawus dengan penyakit

yang telah dan sedang dilakukan dalam rangka pengendalian
{wabah) perryakit PMK adalah :

ak yang telah terjangkit angi
"PANIC SELLING™ sshingga dapat mencegah perryebaran pernyakit;

c. Bersama BBVET dan PUSVETMA melakukan pengambilan samped
untuk peneguhan diagnosa penyakit;

d. Melakakan surveillance epidemioclogy umtuk menentulkan luasan
sebaran penyakit dan menentukan jumiah temak terancam;

e. Membuat surat edaran kewaspadaan dirs kepada Kabupaten/Kota se
Jawa Timur terkait potensi penyebaran penyakit PMK.

6. Tindakan yang akan dilakukan setelah terdiagnosa POSITIF perwyakit
Penyakit Mulut dan Kulou (PMK) :
a. Menyediakan obat-cbatan dalam rangka melanjutkan pengobatan
simtomatis pada temak yang telah terjangkit peryakit untuk
mengurangi potensi “PANIC SELLING™
b. Pengusulan penetapan statuss wabah penyakit PMK pada <4
kabupaten yang terjadi Owtivest (wabah);
c. Melakukan penanggulangan dan pemberantasan penyakit PMK
sesuai dengan SOP wilayah status wabah meliputi
- Pembatasan lalu-intas temak (masuk dan kelaur) dan dan
menuju daerah wabah;

-  Penutupan sementara pasar hewan pada daerah wabah;

- Pslaksanaan pemusnahan terbatas (©cal cadling) pada temak
terinfekss sesuai dengan ketersaediaan anggaran;

- Melalukan perniapan vaksians: terhadap ssduruh termmak sehat
pada daerah terancam dengan cakupan minimal 70%.

Demikian untuk menjadikan maikdum, untlk selanjutnya mobon

arahan lebih lanjut Ibu Gubernur.

Tembusan Yih
1. Epk Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tems

2. Bpk. Kepakh BEAFPPEDA Provinsl Jawa Twmnur
3. Bpk. Kapakh BPYAD Provinsi Jawa Tiomr




KEMENTERIAN PERTANIAN

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550

KOTAK POS 1180/JKS, JAKARTA 12011
\/-/ Telp. (021) 7815580-83, TB10090, TBB47319 Fax. (021) T815581-83, 7TB847319

Website : http:i/ditjenpkh.pertanian.go.id

MNomor :06006/BK.310/F/05/2022 0&  Mei 2022
Sifat : Begera

Lampiran =

Hal : Tindak Lanjut Hasil Pengujian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)

di Provinsi Jawa Timur dan Aceh

1. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur;

2. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Aceh;

3. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan;

4. Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik;

5. Kepala Dinas Pertanian, Petemnakan dan Perikanan Kab. Mojokerto;

6. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kab. Sidoarjo,

7. Kepala Dinas Pertanian. Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Tamiang;
8. Kepala Pusat Veteriner Farma (Pusvetma);

9. Kepala Balai Besar Veteriner (BBVet) Wates,

10. Kepala Balai Veteriner (BVet) Medan.

di
Tempat

Sehubungan dengan adanya laporan dugaan kasus penyakit Mulut dan Kuku (PME) pada ternak
sapi di Provinsi Jawa Timur yaitu Kabupaten Gresik, Lamongan, Mojokerto dan Sidoarjo serta
dugaan kasus PME di Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, hasil pengujian laboratorium
pada sampel plasma, serum dan swab dengan metode Enzyme-linked immunosorbent assay
(ELISA) dan Real Time-Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) di Pusat Veteriner Farma
(PUSVETMA) Surabaya sesuai surat PUSVETMA No. 05001/PK.310/F4.H/05/2022 tanggal 5
Mei 2022, No. 06001/PK.310/F4.H/05/2022 dan 06002/PK.310/F4. H/05/2022 tanggal 6 Mei 2022,
telah dinyatakan terkonfirmasi positif (+) virus PMK.

Mengingat PMK merupakan penyakit hewan yang bersifat akut dan memiliki angka kesakitan
mencapai 50 = 100% pada hewan berkuku belah (cloven-hoofed) seperti sapi, kerbau, kambing,
domba dan babi serta penyebarannya sangat cepat, maka PMK akan berdampak pada kerugian
ekonomi pada masyarakat serta kesehatan hewan secara luas.

Terkait dengan hal tersebut di atas, diperlukan adanya respon cepat untuk menghindar
penyebaran lebih luas dan upaya mitigasi risiko dengan melakukan tindakan Pengendalian dan
Penanggulangan PMK sacara tepat dan efektif sebagai barikut:

I. Tindakan Pengendalian Sagara (S035) yang harus dilakukan:
1. Dinas Provinsiabupaten/Kota yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan
Hewan untuk:
a. Segera melakukan Tindakan: (a) pelaporan kejadian penyakit; (b) investigasi wabah;
(c) pengambilan dan pengiriman sampel; (d) pemusnahan terbatas (focal culling): {2)
disposal terhadap produk hewan yang terkontaminasi dan material lain yang terinfeksi;
(f) dekontaminasidesinfeksi kandang dan lingkungan kandang; dan (g) tindakan

e I T T

b. Melaporkan dan berkonsultasi dengan pimpinan daerah setempat baik Gubemur atau
Bupati"Walikota untuk pengusulan penetapan status wabah PMK kepada Menteri
Pertanian sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

c. Menutup sementara area kejadian kasus dan lingkungan sekelilingnya sesuai dengan
situasi dan kondisi setempat untuk mencegah pemyebaran lebih luas ke kandang,
peternakan atau area lainnya.

d. Melarang pemasukan/perdaganganfjual beli ternak ruminansia (sapi, kerbau, kambing
dan domba) dan babi dan produknya dari wilayah yang sedang ada kasus atau dugaan
PME.

e. Mencegah semakin menyebariuasnya kasus dengan mengisolasi termak yang sakit atau
terduga sakit, tidak dipindahkan/diperdagangakan’ diperjualbelikan (standstil order),
dilakukan pengobatan dengan pemberian vitamin dan obat-obatan suporiif.

f. Menghimbau kepada masyarakat/peternak untuk mengkandangkan temaknya dan tidak
melepas ternak di padang pengembalaan untuk mencegah semakin meluas kasus dan
melakukan penerapan biosekuriti.

g. Memastikan pamotongan hewan di lakukan di RPH khusus yang ditetapkan dengan
dilakukan pemeriksaan ante mortern dan post mortent terlebih dahulu. Pada ternak yang
dicurigai PMK maka bagian seperti kepala dengan lipoglandulanya, lidah, tenggorokan,
jeroan, semua limfoglandula, cungur, tulang dan kaki harus dilakukan disposal
(condemned).

2. Pusat Veteriner Farma peru:
a. Melakukan koordinasi dan konsolidasi dalam pengujian sampel dugaan PME bersama
Balai Besar Veteriner Wates dan Balai Veteriner Medan;
b. Melakukan teknik sekuensing untuk mengetahui kekerabatan genetik virus PME dar
sampel yang sudah terkonfirmasi positif (+) PME.

3. Balai Besar Veteriner Wates dan Balai Veteriner Medan peru:

a. Merespon dan mengkonfirmasi setiap kejadian kasus kejadian hewan sapi, kerbau,
kambing, domba, babi sakit atau mati yang dilaporkan oleh Dinas dan berkoordinasi
dangan Dinas di wilayah kerja masing-masing untuk pengambilan sampel (active
SEMVIcEs),

b. Melakukan kegiatan 3 E (Eary Detecfion, Early Reporting dan Early Response) jika ada
laporan kasus kecurigaan PMK pada termak ruminansia dan babi oleh petugas umtuk
selanjutnya dilakukan investigasi dan pengambilan sampel;

Tindakan Pengendalian sementara (femporary) yang harus dilakukan:
1. Dinas Provinsi'Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi Petermnakan dan Kesehatan

Hewan umiub:

a. Bersama dengan Balai/Stasiun Karantina di wilayahnya untuk melakukan pengendalian
dan pembatasan lalu lintas serta tindakan karantina ketat pada ternak ruminansia
(sapi, kerbau, kambing dan domba) dan babi dan produknya (termasuk karkas, kulit,
susu, semen) dar peternakan atau lokasi kejadian'kasus dengan memperhatikan kajian
analisa risikao;

b. Melakukan profiling (peternak, pedagang, penjual dan pengepul ternak sapi dan kerbau)
dan pemetaan risiko untuk wilayah sentra peternakan ternak ruminansia dan babi serta
membuat jalur risiko (Risk Pathways) lalu lintas ternak dan produknya antar wilayah agar
mempermudah melakukan deteksi dan respon dini sehingga kasus cepat terkendali;

c. Menerapkan surveilans berbasis risiko untuk mendeteksi dini PME di wilayah kantung
populasi ternak ruminansia dan babi dengan kepadatan tinggi;



d.

Melakukan pangawasan kesehatan ternak ruminansia dan babi di wilayah kerjanya dan
melaporkan ke iSIKHMAS bila menemukan kasus ternak ruminansia dan babi
sakitfterduga sakit dan mati di lapangan dan menginstruksikan kepada petermak untuk
melaporkan hewan sakitterduga sakit dan mati kepada petugas.

Melakukan konfirmasi kasus berdasarkan hasil pengujian laboratorium dan dinas
provinsi memvalidasi laporan tersebut. Konfirmasi dan validasi dapat dilakukan melalui
validation.isikhnas.com.

Memastikan pemotongan hewan dilakukan di RPH dengan dilakukan pemeriksaan anie
muorterm dan post morten terlebih dahulu. Pada ternak yang dicurigai FME maka bagian
saparti kepala dengan limfoglandulanya, Idah. tenggorokan. jerocan. seamua
limfoglandula, cungur, tulang dan kaki harus di lakukan disposal {condemned).
Melakukan mitigasi risiko dar daging segar dan produknya dengan melalui pelayuan
umtuk menurunkan pH. dan pangolahan.

2. Balai Besar Veteriner Wates dan Balai Veteriner Medan perlu melakukan dentifikasi dan
penalusuran rutafjalur pemasukan pangeluaran temak ruminansia (sapi, kerbau, kambing
dan domba) dan babi, serta produknya ke dan dari lokasi kejadianwabah/kasus.

Tindakan Pengendalian Permanen yang harus dilakukan:
1. Dinas ProvinsiKabupaten/Kota yang membidangi fungsi Peternakan danm Kesehatan
Hewan umtuk:

Meningkatkan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), kepada pemilik,
penggembala, pedagang, penjual dan pengepul temak ruminansia (sapi, kerbau,
kambing dan domba) dan babi dengan populasi temak tinggi tentang bahaya dan
kerugian akibat PMK dan upaya pencegahan dan pengendalian PMK; penerapan
biosakuriti; pelarangan membeali termmak ruminansia (sapi, kerbau, kambing dan domba)
dan babi dari wilayah yang sedang ada kasus PMEK, dangan bahan KIE.

Menyiapkan dukungan dalam penyediaan daging yang aman melalui

1) Penmnetapan unit RPH yang digunakan sebagai fasilitas pemotongan ternak dan
melakukan pelarangan pemotongan di luar fasilitas yang ditetapkan.

2) Pemrempatan dokter hewan berwenang di unit RPH yvang ditetapkan.

3) Penyiapan area isolasi yang terpisah dar kandang penampungan di RPH yang
ditetapkamn.

4) Penyiapan penandaan khusus unbuk karkas yang telah lolos peameriksaan disertai
dengan surat keterangan kesehatan produk hewan (daging).

53) Pelaksanaan mitigasi risiko dar daging segar dan produknya dengan melalui
pelayuan untuk menumunkan pH, dan pengolahan.

6) Pemberian tanda khusus untuk Kiosftempat penjualan daging yang produknya
berasal dari RPFH yang telah ditetapkan.

7) Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat agar membeali daging di kiosftempat
penjualan daging yang telah ditetapkan.

Menginstruksikan dan melakukan pendampingan serta sosialisasi kepada peternak di

wilayah kerjanya untuk melakukan hal-hal berikut:

1) Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan OFD Dinas Kabupaten/Kota'Provinsi,
Pusat “Veteriner Farma dan Balai VYeteriner Medan untuk surveilan deteksi dini,
invastigasi wabah dan pengambilan spesiman;

2) Petermak segera melaporkan kepada petugas dinas yang membidangi fungsi
Petamakan dan Kesshatan Hewan jika ada kasus kecurigaan PME pada ternak
ruminansia dan babi, untuk dapat dilakukan investigasi wabah dan pengambilan
sampeal, serta melakukan komunikasi dan koordinasi dengan OPD Dinas
Kabupaten/KotaProvinsi;

3) Mengimplementasikan praktik dan penerapan prinsip-prinsip biosekuriti di
peternakan ruminansia dan babi seperti isolasi ternak sakitterduga sakit, sanitasi
(cleaning dan desinfeksi) fasilitas, peralatan dan bahan lainnya untuk meminimalkan
penyabaran virus dari peternakan, hewan dan desa yang terinfeksi; dan kontrol
pergerakan hewan/pengawasan lalu lintas ternak ruminansia (sapi, kerbau, kambing
dan domba) dan babi.

2. Pusat Veteriner Farma periu:

b.

Pengambilan seed vaksin oleh Pusvetma untuk pengembangan vaksin PMK secara
cepat dan tepat,

Mealakukan produksi masal vaksin PMK sesuai dengan karasteristik genetik virus yang
terkonfirmasi dari sampel positif (+) di Indonesia;

. Melakukan konsclidasi penguatan pengujian PMK untuk seluruh Balai Besar/Balai

Veteriner Pusat lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;

. Melakukan distribusi vaksin yang diproduksi secara masal ke wilayah-wilayah yang

berisiko tinggi tertular PMK.

3. Balai Besar Veteriner Wates dan Balai Veteriner Medan periu:

Melakukan surveilans berbasis risiko untuk mendeteksi dini PMK secara terstruktur dan
sistematis di wilayah berisiko tinggi, seperti di sentra peternakan, tempat pedagangan
ruminansia (sapi, kerbau, kambing dan domba), babi dan produknya, tempat pengapul
ternak; tempat transit, pelabuhan dan bandara;

. Meningkatkan sarana dan prasarana laboratorium dalam rangka diagnosa PME;
. Meningkatkan kegiatan komunikasi, informasi edukasi (KIE) dan sosialisasi dan

kesadaran masyarakat (public awareness) serta kerjasama dan komunikasi dengan
peternak, asosiasi’ paguyuban peternak ruminansia dan babi untuk deteksi dini
kewaspadaan, pencegahan, mitigasi risiko dan antisipasi risiko masuk dan menyabarnya
PME.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti bersama, atas perhatian dan kerjasamanya
disampaikan terima kasih.

Tembusan Yith.:
1.

. Nasrullah, M.Sc.
BE602231993031001

Menteri Pertanian {sebagai laporan);
2. Kepala Badan Karantina Pertanian.



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
JALAN HARSOMNO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 1180/JKS, JAKARTA 12011
"-:_/ Telp. (021) 7815580-83, 7810090, 78847319 Fax. (021) 7815581-83, TBB47319

Website : hitp://ditjenpkh.pertanian.go.id

MNomor 06005/FPK.310/F/05/2022 06  Mei2022
Sifat : Penting
Lampiran » 1 (satu) berkas
Hal : Surat Edaran Peningkatan Kewaspadaan
terhadap Penyakit Mulut dan Kuku (PMEK)
Kepada Yth.
1. Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewan;
2. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi fungsi Peternakan dan

Kesehatan Hewan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

D ®Nm T W

Direktur Kesehatan Hewan;

Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner,

Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak;

Direktur Pakan;

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
Pusat Veteriner Farma (PUSVETMAY);

. Kepala Balai Besar Veteriner/Balai Veteriner,

10. Kepala Balai Besar Perbibitan Temak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BEFTU-HFT);
11. Kepala Balai Perbibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Temak (BPTU-HPT);
12. Ketua Asosiasi Terkait.

di

Dalam

Tempat

rangka kewaspadaaan terhadap ancaman masuk dan menyebarnya Penyakit Mulut dan

Kuku (PMK) di wilayah Indonesia, maka perlu dilakukan tindakan dan rencana kontinjensi dalam
upaya kesiagaan dan tindakan pengendalian dan penanggulangan PME. Sehubungan dengan
hal tersebut, kami meminta kepada:

1. Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati, untuk:

b.

C.

Memperketat pengawasan pemasukan ternak ruminansia (sapi, kerbau, kambing dan
domba) dan babi serta produknya (terutama daging dan susu) dari negara/wilayah tertular
berdasarkan hasil kajian analisa risiko;

Meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan
pengawasan seperti pada butir 1.a.;

Meningkatkan komunikasi, edukasi dan informasi terkait risiko PMK di pintu-pintu masuk.

2. Kepala organisasi Perangkat Daerah (OPD) vang membidangi fungsi Peternakan dan
Kesehatan Hawan, untuk:

a.

b.

ao

Melakukan pengawasan kesehatan hewan pada sentra-sentra peternakan ruminansia
(sapi, kerbau, kambing dan domba) dan babi;

Melakukan pembinaan kepada peternak untuk melakukan pelaporan jika menemukan
kasus kesakitan atau kematian pada hewan ternak seperi pada butir 2.a. dengan disertai
atau tanpa tanda klinis yang mengarah pada PMK:

Melaporkan kasus kesakitan atau kematian seperti pada butir 2.b. melalui iSIKHNAS;
Merespon setiap kejadian yang dilaporkan dan berkoordinasi dengan Balai Besar
Veteriner/Balai Veteriner di wilayah kerja masing-masing;

&. Melakukan surveilans PME oleh laboratoriom veteriner di daerah.

3. Direkiur Kesehatan Hewan, untuk:

a. Bersama pihak terkait melakukan analisa risiko terhadap potensi masuk dan
menyebarnya agen penyebab PME melalui ruminansia (sapi. kerbau, kambing dan
domba) dan babi serta produkniya;

b, Melaporkan update dugaan PME dari iSIKHMAS dan sumber informasi lainnya:

Memperbaharui pedoman kesiagaan darurat veteriner (KIATWVETINDO) untuk PMEK;

Melakukan bimbingan teknis mengenai PME untuk petugas kesehatan hewan dan

memiasilitasi pelatinan diagnosa PMK untuk petugas laboratorium;

e. Menyiapkan sarana dan prasarana pengendalian dan penanggulangan untuk
mengantisipasi masuk dan menyebarnya PMK di Indoneasia.

ap

4. Direkiur Kesehatan Masyarakat WVeterimer, untuk:

a. Bersama Direktur Kesehatan Hewan dan pihak terkait melakukan analizsa risiko seperti
pada butir 3.a.;

b. Memastikan rumah potong hewan melakukan pemeriksaan antemortemn dan postrmortem
saebelum pemotongan ternak dan memastikan disposal yang aman.

5. Kepala Balai Besar Weteriner/Balai Weteriner, untulk:

a. Menyiapkan sarana dan prasarana diagnosa PMK;

b.  Merespon dan mengkonfinrmasi setiap laporan dugaan PME yang dilaporkan oleh dinas
dan berkoordinasi dengan Dinas di wilayah kerja masing-masing untuk pengambilan
sanmipse;

C. Melaporkan konfirmasi hasil melalui iISIKHNAS.

6. Pusat Weteriner Farma, untuk:

a. Melakukan surveilans PME sacara nasional;

b. Melakukan peneguhan diagnosa dan penentuan serotype PMK,
c. Berkoordinasi dengan BB/BVet dalam diagnosa dugaan PME;
d. Mengembangkan vaksin PMK.

7. BEPTU-HPT dan BFTU-HPT, untuk:

a. Mengidentifikasi dan melakukan pengawasan kesehatan hewan pada ternak ruminansia
dan babi di petermakannya;

b. Melakukan pembinaan kepada petugas kandang, medik dan paramedik untuk melakukan
pelaporan jika menemukan kasus kesakitan atau kematian pada hewan termnak, dengan
disertai atau tanpa tanda klinis yang mengarah pada PMEK;

C. Melaporkan kasus kesakitan atau kematian seperti pada butir 2.0, melalui iSIKHNAS,

d. Berkoordinasi dengan Balai Besar “Weteriner/Balai VWeteriner di wilayah kerja masing-
masing untuk pengambilan dan pengujian sampel.

8. Ketua Asosiasi Terkait, untulk:

a. Menginformasikan kepada anggota asosiasi untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap
PMKL

b. Berkoordinasi dengan Direkiorat Kesehatan Hewan dalam pelaksanaan komunikasi,
informasi dan edukasi mengenai PME.

C. Mendorong anggota asosiasi untuk melakukan pelaporan kepada Dinas jika menemukan
kasus kesakitan atau kematian pada hewan rentan, dengan disertai atau tanpa tanda
klimis yang mengarah pada PMEL

d. Berkoordinasi dengan Dinas dan atau Balai Veteriner/Balai Besar Veteriner setempat
untuk pelaksanaan investigasi dan pengambilan sampel.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih

i Nasrullah, M_Sc.
Y 196602231993031001
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FOOT-AND-MOUTH DISEASE (FMD)

IMPLEME NTASI | 72 operasionalisasi
PRINSIP DASAI _ »

Menghentikan Penyebaran Virusg ~
melalui tindakan Karantina dan : e,
Pengawasan/Pembatasan lalulm 3 o

Terlihat kerjanya
sebulan kemudian

Menghilangkan Sumbec l‘nfeksi

dengan pemusnahan terbatas: h‘e 0,
tertular dan yang terpapar (stamp:nﬁ*buf)

Pengendalian dan Penanggulangan
Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada Hewan

Menghilangkan Virus PMK
dengan DEKONTAMINASI kandang,
peralatan, kendaraan dan bahan lainnya
yang dapat menularkan penyakit; atau
DISPOSAL bahan yang terkontaminasi

Nomor Hotline
Penanganan, Pelaporan dan Koordinasi PMK Nasional
Whatsapp Gugus Tugas Pusat :

Membentuk Kekebalan .-f,-,
pada hewan peka dengan VAKSINASI

(=) hupditienpkh pertanian goid/ ] ditienPKHKementanRl ") @dtjen PKH "] Disien Petornakan dan Kesehatan Hewan

INDONESIA

www.pertanian.go.id 2022




http://www.siagapmk.id/p/blog-page

PERKEMBANGAN PMK (17 Mei 2022)

PETA SEBARAN PENYAKIT

REKAPITULASI POPULASI SAPI DAN KERBAU TERDAMPAK PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK) MULUT DAN KUKU NASIONAL

Update:l7Mei2022,ekI. 18.00 wiB Jumat, 10 Juni 2022

*) Konfirmasi hasil positif (+) PCR d Laboratonum
**) Gejala klinis tidak ada dan belum boleh dilauintaskan

***) termasuk potong paksa

Jumlah | Populasi | Populasi Per Status (ekor) % Kasus
No Provinsi Kab./Kota |Terdampak | Provinsi 2021 = o
Terdampak| (ekor) (okor) | SAMC | Sembun™ | Mat R oo wasurann oo -
Jumlah 52| 3.910.310 | 13.810.749 | 13.965| 2630 | 99 0.36% 18 B B I B
0.36%[ _ 18,83%] 0.71%
1|Aceh 1 47.802 557.018 | 5.689 1039 | 2 11,90% — s s
2|Bangka Belitung 3 10.347 16.940 | 1.304 214 2 12,60% -
3|Banten 1 678 102.759 4 = = 0,59% | Thailand
4|101Y 1 55.4%0 316.059 10 1 - 0,02% L = =3
5 Jawa Barat 5| 165.468 619.93 | 611 Bl 7 03m% e = L
6|Jawa Tengah 12| 689319 | 2066457 | 280 4] - 0,04% = - ‘\Q , ==
7|Jawa Timur 15 | 1.941.131 5263624 | 4.119 838 K] 0,21% e = %esia
8|Kalimantan Barat 1 14.186 160917 | 133 8 8 0,04% . - - - A
9|Kalimantan Selatan 1| 71.831 174.840 21 1 . 0,03% S— -
- = S@W_ I~
:(1) f:n":ua:“;m . : gi?gg ;g;g Z a 5 F :zm Rl 3 9 Data Peta Syarat Penggunaan
12|Nusa Tenggara Barat 2| 383770 1452793 415 22 8 E 0,11%
13| Sumatera Barat 5]  151.660 510.323 | 104 : : 0,07% — —
14| Sumatera Selaten 1 1.281 W00 | 12 3 B 0,94% ‘ l
15|Sumatera Utara 2| 346.179 1.032.644 | 1.150 : -V 033% W /\»//\/V”\



Dampak Ekonomi PMK




Kerugian Dampak PMK di Indonesia

Kerugian ekonomi yang terjadi tersebut menurut: Andrew
McFadden dalam Naipospos (2014) terutama disebabkan:

1. Kehilangan produktivitas
e Penurunan produksi susu (25% per tahun)
e Penurunan tingkat pertumbuhan sapi potong (10-20%
lebih lama mencapai dewasa)
e Kehilangan tenaga kerja (60-70% pada bulan ke-1 pasca
infeksi)
e Penurunan fertilitas (angka abortus mencapai 10%) dan
perlambatan kebuntingan
e Kematian anak (20-40% untuk domba dan babi)
2. Pemusnahan ternak yang terinfeksi secara kronis
3. Gangguan perdagangan domestik (pengendalian lalu lintas
disbnya) dan manajemen ternak
4. Kehilangan peluang ekspor ternak
5. Biaya eradikasi

1977 Taiwan :6,617 M USD;
2001 Uruguay : 0,08 M USD;
2001 Inggris :9,2 M USD;
2010 Jepang :>0,55M USD

2010-2011 Korea: >2,8 M USD
Rushton dan Knight-Jones T. (2012).

Perkiraan kerugian :

Naipospos (2013) total kerugian
untuk sapi yang akan terjadi
akibat epidemi PMK sebagai
berikut : sekitar Rp. 9,6 Trilyun,
sedangkan menurut Sofjan
Sudardjat (2015) sekitar Rp. 15,5
Trilyun.




Kajian Dampak Sosial Ekonomi Penyakit Mulut dan Kuku DI Jawa Barat (Fapet Unpad,

Dampak Ekonomi-
Sosial-Finansial

|

h

Langsung Tidak Langsung
Kerugian Kerugian Tambahan .
.g & . . Kerugian Ikutan
Terlihat Tersembunyi Belanja Negara
+  Kematian Perubahan . Blay§ ‘ . Turun‘nya
ternak: struktur vaksinasi; permintaan
. PBB re}mdah; populasi; * Upaya !:iasar Iol'(al-
. Gangguan pembatasan internasional;
*  Produksi susu . ; .
reproduksi; wilayah; * Kenaikan
berkurang; . . .
. ol Penundaan * Kompensasi harga/ inflasi;
penjualan; stamping out « Dl
DIl « DIl

Biaya Langsung (Rp)
iP
No. Jenis Kerugian Sapi Potong dan Sapi Perah Domba dan Kambing
Kerbau
1 Penurunan Produksi Susu 41,944,063,562
2 Infertilitas 4,585,322,440 37,283,810,000 34,953,530,040
3 Keguguran 16,217,737,101 18,470,878,349
4 Kematian ternak dewasa 18,983,160,000 4,391,145,000 58,255,883,400
5 Kematian anak 27,599,917,560 7,640,084,438 89,400,900,875
6 Penurunan berat badan 4,369,076,250 1,057,127,500 8,544,196,232
Jumlah Biaya Langsung 71,755,213,351 110,787,108,848 191,154,510,547
Biaya Tidak Langsung (Rp)
1 ;
Biaya pemotongan/ 3,619,139,454 837,171,794 8,956,842,073
pemusnahan
2 Biaya kompensasi 253,164,487,500 60,706,968,750 769,223,812,500
3 . .
Biaya pengawasan lalu fintas 2,531,644,875 607,069,688 10,256,317,500
dan tindak karantina
4 Biaya surveilans 1,687,763,250 404,713,125 5,128,158,750
5 Biaya vaksinasi 5,388,184,176 1,292,046,652 70,512,182,813
Jumlah Biaya Tidak Langsung 266,391,219,255 63,847,970,008 864,077,313,635
Total Biaya Langsung dan Tidak 338,146,432,606 | 174,635,078,856 1,055,231,824,182
Langsung
Total Dampak Kerugian PMK 1,568,013,335,644




Dampak PMK thd
Perdagangan Domestik

-

SEJUMLAH PASAR HEWAN DI CIAMIS

TERDAMPAK WABAH PMK HEWAN |petnnem | P NELUAS. PETERNAK
® Usaha Peternak terdampak
(Panic selling), turunnya
produktivitas dan pendapatan
peternak
® Lock down wilayah (dilakukan
pola zona/kompartemen)
® )
Supply sapi menurun dan
demand cenderung menurun
°

Perdagangan antar pulau
terganggu




Pola Kompartemen dalam Mobilisasi Ternak

Di introduksi oleh Badan Kesehatan
Hewan Dunia (OIE) karena
munculnya pandemi Al di 2004.
prinsip epidemiologi yang
menyatakan bahwa suatu sub
populasi ternak dapat dipisahkan
secara efektif dari populasi ternak
rentan lainnya, sehingga ternak
hidup atau produk yang berasal dari
sub populasi tersebut dapat
diperdagangkan secara aman.

Kabar Terbaru Penolakan

Transit Ratusan Sapi Asal
NTT di Pelabuhan Tanjung
Perak




Dampak PMK thd Perdagangan Internasional

Kasus Outbreak PMK di Inggris (BBC News, 2001 )
dan Prism Research, Ltd 2002) '

PMK berdampak terhadap;
a. pendapatan usaha yang terlibat dengan usahaternak

tersebut. 71 %
.Hotel & restoran 52 %

Pertanian 58 %
. Perdagangan (pedagang besar dan retail) 47%
. Industri manufaktur 42 %
Transportasi 42 %
. Jasa dan pelayanan 55%
. Bisnis finansial 23%
. Konstruksi 49%

>0 o o0 T




DAMPAK TERHADAP KEGIATAN
USAHA TERNAK SAPI PERAH
ANGGOTA GKSI




KERAGAAN GKSI

é ad
PRODUKSI SUSU GKS| 550,000 POPULASI
(KG/HAR) (EKOR)

1.200.000

1.000.000

— ‘ JAWA TIMUR
800.000
600.000

436.000 JAWA BARAT
400.000 I 65 415
200.000 —— 159.000 JAWA TENGAH
2017 2018 2019 2020 2021 2022
=) AWA BARAT  =====]AWA TENGAH === JAWA TIMUR 1.845.000 257.068

Data: Maret 2022
Peternak Sapi Perah Rakyat yang tergabung dalam wadah GKSlI,

berkontribusi dalam penyedian SSDN sebesar 20% GK@’
LA AR 2 4 oA T
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GABUNGAN KOPERASI SUSU INDONESIA (GKSI) DAERAH JAWA BARAT
KASUS PMK per Tanggal 10 Juni 2022 (sumber GKSI Jabar)

4 25 49 13 1 1

2878 14 46 280 10 3 _
14571 70 1109 1109 29
19.712 170 754 323 836 14 [EERES
3629 30 115 115 40 5 —
| eso | | e | aaw | i | & [ i



Potensi Kerugian Ekonomi di tingkat Peternak :

Potensi Kerugian Material dihitung dari

penurunan populasi sebesar 35% serta
penurunan produksi susu sebesar 25%

GKSI NASIONAL JUMLAH

UoM

POTENSI KERUGIAN (Rp.)

RATAAN HARGA

TOTAL

Total Populasi (Ekor) 255.068

v

v

Penurunan Sapi Produktif
(35% x Total Populasi x Harga)

89.274

ekor

22.250.000

1.986.342.050.000

Penurunan Produksi Susu
(25% x Total Produksi x Harga x 365)

461.250

liter

7.250

1.220.582.812.500

3.206.924.862.500

Kol

GABUNGAN KOPERASI SUSU INDONESIA
DAERAH JAWA BARAT
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Do

perkembangan PMK pada peternakan sapi perah
Anggota GKSI

Home

Explore

Notifications

Messages

Bookmarks

Lists

Profile

More

&« Thread

LiedzikriR |
@pernahmerasa

Hari ini tembus 1000 ekor laporan kasus PMK di
Pangalengan. Kami sudah berusaha semampu kami.
Peternak kami menangis.

4,816 Retwests 999 Quota Tweets  18.6K Likes

) 1l V) L T

Home

Explore

Notifications

Messages

Bookmarks

@ YD Q0 @ # ® &

Lists
Profile

@ More

Do

« Thread

LiedzikriR 1
@pernahmerasa

Produksi susu menurun drastis. Upaya pencegahan
paling konkret adalah vaksinasi. Sudahi penderitaan
sapi, sudahi penderitaan peternak kami.



PMK-2.mp4
PMK-1.mp4

strategi mitigasi




Menetapkan

KESATU

KEDUA

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 403/KPTS/PK.300/M/05/2022
TENTANG
PENETAPAN DAERAH WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU
(FOOT AND MOUTH DISEASE) PADA BEBERAPA KABUPATEN
DI PROVINSI JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENETAPAN
DAERAH WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU (FOOT AND
MOUTH DISEASE) PADA BEBERAPA KABUPATEN DI
PROVINSI JAWA TIMUR.

Menetapkan beberapa Kabupaten Provinsi Jawa Timur
sebagai daerah wabah penyakit Penyakit Mulut dan Kuku
(Foot and Mouth Disease) meliputi Kabupaten:

a. Mojokerto;

b Gresik;

c. Sidoarjo; dan

d

Lamongan.

Bupati pada kabupaten sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU dalam waktu paling lambat 1x24 jam (satu
kali dua puluh empat jam) sejak Keputusan Menteri ini

ditetapkan, melakukan penutupan wilayah.

KETIGA

KEENAM

Pada daerah wabah sebagaimana dimaksud dalam diktum

KESATU

dilakukan tindakan pengendalian dan

penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth

Disease) berupa:

a.
b.

Q@

d.

€.

pengamatan dan pengidentifikasian,;
pencegahan;

pengamanan;

pemberantasan; dan

pengobatan hewan,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan

Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Negara
(APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Provinsi Jawa Timur, dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah (APBD) kabupaten, serta sumber lain yang tidak

mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.

pada tanggal 9 Mei 2022

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

e S

SYAHRUL YASIN LIMPO



REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 404 /KPTS/PK.300/M/05/2022

TENTANG

PENETAPAN DAERAH WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU
(FOOT AND MOUTH DISEASE) DI KABUPATEN ACEH TAMIANG

Menetapkan

KESATU

KEDUA

PROVINSI ACEH

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENETAPAN
DAERAH WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU (FOOT AND
MOUTH DISEASE) DI KABUPATEN ACEH TAMIANG PROVINSI
ACEH.

Menetapkan Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh sebagai
daerah wabah penyakit Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and
Mouth Disease).

Bupati pada kabupaten sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU dalam waktu paling lambat 1x24 jam (satu
kali dua puluh empat jam) sejak Keputusan Menteri ini

ditetapkan, melakukan penutupan wilayah.

KEENAM

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan
Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Negara
(APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
Provinsi Aceh, dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (APBD) kabupaten, serta sumber lain yang tidak

mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2022

MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA,
—

SYAHRUL YASIN LIMPO



Langkah koordinasi Dirjen PKH dengan
Gubernur Jatim & 4 Bupati

PEMERINTAH
PROVINSIJAWATIMUR
=

POSKO TERPADU

PENANGANAN PENYAKIT MULUT & KUKU HEWAN
PROVINS! JAWA TIMUR TAHUN 2022

1. Penetapan wabah oleh Menteri
Pertanian berdasarkan surat dari
Gubernur dan rekomendasi dari
otoritas veteriner nasional sesuai dgn
PP no 47/2014.

2. Pendataan harian jumlah populasi ternak

yang positif PMK.

3. Pemusnahan ternak yang positif PMK

secara terbatas.

4. Penetapan lockdown zona wabah tingkat

desa/kecamatan di setiap wilayah
dengan radius 3-10 km dari wilayah

terdampak wabah.
Gerak Cepat, Gubernur Khofifah Kawal Langsung Pengobatan Hewan Ternak yang 5. Melakukan ple':‘bl?t:sa: da“kpe“gEta;a“
Terinfeksi Penyakit Mulut dan Kuku di Gresik (7 Mei) pengawasan falll fintas ternax, pasarhewan

dan rumah potong hewan.
6. Melakukan edukasi kepada peternak terkait
SOP pengendalian dan pencegahan PMK

7. Menyiapkan vaksin PMK.

8. pembentukan gugus tugas tingkat provinsi dan

kabupaten.

9. Pengawasan ketat masuknya ternak hidup di
wilayah-wilayah perbatasan dengan negara
tetangga yang belum bebas PMK oleh Badan

Karantina pertanian.

Pemprov Jatim Tutup
Pasar Hewan di Empat
Kabupaten karena
Wabah PMK (Antara)

7 Mei 2022



PMK JATIM.mp4
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GABUNGAN KOPERASI SUSU INDONESIA
DAERAH JAWA BARAT

MITIGASI DAMPAK PMK
DI WILAYAH KERJA GKSI

¢
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KASUS PMK MEREBAK APRIL 2022

Isu PMK di wilayah Jawa Timur diekspos media pada akhir
April 2022, wilayah yang terduga awal penularan yaitu di
Gresik, sebanyak 1.247 ekor

PMK masuk wilayah Jawa Barat
Konfirmasi kasus PMK terdeteksi positif di daerah Leles,
Kab. Garut pada tanggal 9 Mei 2022

10 Mei 2022, GKSI Jabar melakukan koordinasi berserta seluruh
anggota, didampingi oleh DKPP Prov. Jawa Barat, Tenaga Expert %R
Veteriner, dan KPED Jabar e
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Akselerasi upaya pencegahan PMK dengan stakeholder
terkait
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MEMUTUS RANTAI PENULARAN PMK

Diperlukan edukasi dan koordinasi mulai
dari peternak, kelompok, koperasi,
tentang bahaya PMK, pencegahan,

potensi sumber penularan, serta
pengendalian

Diperlukan formal statement dari
pemerintah pusat kepada seluruh lapisan
masyarakat terkait outbreak PMK. Untuk
peternak agar tidak “panic selling”

Dan masyarakat untuk tidak khawatir
karena PMK bukan penyakit Zoonosis

Mengusulkan untuk dikeluarkan kebijakan
pemerintah untuk memberikan kompensasi
kepada sapi yang terkena PMK (stamping out)
serta Dana Tanggap Darurat

GABUNGAN KOPERASI SUSU INDONESIA
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Ditjen PKH

1.

6.

9.

Gerakan koperasi (GKSI)

Penetapan wabah oleh Menteri
Pertanian berdasarkan surat dari
Gubernur dan rekomendasi dari
otoritas veteriner nasional sesuai dgh
PP no 47/2014.

. Pendataan harian jumlah populasi ternak

vang positif PMK.

. Pemushahan ternak vang positif PMK

secara ferbatas.

. Penetapran lockdown zona wabah tingkat

desa/kecamatan di sefiap wilavah
dengan radius 3-10 km dari wilavah
terdampak wabah.

. Melakukan pembatasan dan penhgetatan

pengawasan lalu lintas ternak, pasar hewan
dan rumah potong hewan.

Melakukan edukasi kepada peternak terkait
SOP rengendalian dan pencegahan PMK

7. Menviarkan vaksin PMK.
8.

pembentukan gugus tugas tingkat provinsi dan
kabupaten.

Pengawasan ketat masuknya ternak hidup di
wilavah-wilayah perbatasan dengan negara
tetangga vang belum bebas PMK oleh Badan
Karantina pertanian.
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Penetapan wabah oleh GKSI, ada
konsekuensi terhadap kegiatan
operasionalnya

Pembentukan gugus tugas (satgas)

Pemetaan dan Pendataan jumlah populasi
ternak dengan nilai nya (untuk biaya
stamping out)

Pemusnahan terbatas (untuk wilayah-wilayah
wabah), vaksinasi di wilayah tertular dan
bebas.

Penetapan lock down di suatu wilayah wabah
Pengawasan lalu lintas ternak sapi diwil kerja
Melakukan edukasi kepada peternak anggota
Menyiapkan vaksin

Pengawasan ketat masuknya ternak hidup di
wilayah kerja




Surat Edaran Mentan

NO. 02/ SE/PK-300 /M/5/2022
Tentang
Penataan lalulintas Hewan rentan, produk hewan dan media pembawa
Lainnya di Daerah Wabah Penyakit PMK

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 405/KPTS/OT.050/M/05/2022
TENTANG
GUGUS TUGAS (TASK FORCE) PENANGANAN PENYAKIT MULUT
DAN KUKU (FOOT AND MOUTH DISEASE)

SURAT EDARAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN NOMOR
12950/KR.120/K/05/2022
TENTANG
PENINGKATAN KEWASPADAAN TERHADAP KEJADIAN PENYAKIT MULUT
DAN KUKU (PMK)

Belum
optimal
dalam
operasional-
Isasinya




Peraturan Lingkup Tentang Poin Kebijakan Dampak kebijakan
Surat Edaran Dirjen PKH tanggal | Pusat Peningkatan Kewaspadaan Pengetaatan pengawasan pemasukan Pengetatan untuk pemasukan produk
6 Mei 2022 No. terhadap Penyakit Mulut dan ternak dan produknya ruminansia dan hasil ternak (daging india dan brazil)
06005/PK.310/F/05/2022 Kuku (PMK) babi dari negara/ wilayah tertular
berdasarkan analisis resiko
Surat Edaran Dirjen PKH tanggal | Pusat Tindak Lanjut Melarang pemasukan/perdagangan/jual | = Berhentinya pemasukan ternak

6 Mei 2022 No.
06006/PK.310/F/05/2022

Penanggulangan Wilayah
Terinfeksi PMK

beli ternak dan babi dan produknya dari
wilayah yang sedang ada kasus atau
dugaan PMK.

Mengisolasi ternak yang sakit atau
terduga sakit, tidak
dipindahkan/diperdagangakan/
diperjualbelikan (standstill order),
dilakukan pengobatan dengan
pemberian vitamin dan obat-obatan
suportif.

Pemotongan hewan di RPH khusus,
ternak yang dicurigai PMK dilakukan
penanganan khusus untuk dagingnya.
Melarang pemotongan diluar dari
fasilitas RPH yang ditetapkan
Pelaksanaan mitigasi risiko dari daging
segar dan produknya dengan melalui
pelayuan untuk menurunkan pH, dan
pengolahan.

Pemberian tanda khusus untuk
kios/tempat penjualan daging yang
produknya berasal dari RPH yang telah
ditetapkan.

dan produknya dari wilayah
terinfeksi

= Ternak sakit/ terinfeksi tidak dapat
dipotong dan dijual di RPH

® Infrastruktur RPH milik
pemerintah tidak memiliki fasilitas
cold chain untuk penanganan
daging dari ternak terinfeksi

» Tidak ada fasilitas RPH untuk
domba dan kambing




Peraturan Lingkup Tentang Poin Kebijakan Dampak kebijakan
Surat Balai Besar Karantina Pusat Himbauan pemilik Melarang pemasukan hewan yang Tidak ada pemasukan ternak dari
Pertanian Tanjung Priuk IKH untuk berasal dari daerah wabah sesuai SK daerah wabah
pencegahan wabah penetapan daerah wabah
PMK
Rencana aksi pusat karantina | Pusat Rencana aksi pusat Melarang pengeluaran ternak dari Berhentinya aktifitas bongkar

hewan

karantina hewan

daerah terinfeksi PMK

Melarang pemasukan, melalulintaskan,
dan transit ternak ke daerah terinfeksi
PMK, kecuali produk hewan yang
berasal dari daerah bebas PMK dg SKKH
Pengawasan lalu lintas ternak bersama
apparat penegak hukum

Pengiriman ternak dari bali, NTT, NTB
tidak boleh melewati provinsi jatim dan
daerah lain yang terinfeksi

ternak di pelabuhan daerah
terinfeksi seperti jawa timur.
Berhentinya aktifitas bongkar
produk ternak dari daerah terinfeksi
di pelabuhan daerah terinfeksi
seperti jawa timur.

Bongkar ternak hanya dapat
dilakukan di Jakarta

Surat Dinas Ketahanan Pangan
dan Peternakan Provinsi Jawa
Barat terkait tanggal 7 Mei
2022 No
2037/PT.04.02/KESWAN

Provinsi Jawa
Barat

Peningkatan
Kewaspadaan
Penyakit Mulut dan
Kuku (Foot and
Mouth Disease/FMD)

Pembatasan lalu lintas dari dan menuju
daerah wabah
Menolak ternak dari daerah wabah

Tidak ada pemasukan dan
pengeluaran ternak dari daerah
terinfeksi ke Jawa Barat
Pemasukan ternak antar kabupaten
kota hanya dapat dilakukan dari
daerah bebas

Surat Dinas Ketahanan Pangan
dan Peternakan Provinsi Jawa
Barat

Provinsi Jawa
Barat

Himbauan kepada
Dinas Kabupaten/
Kota yang
membidangi fungsi
peternakan

Menunda kegiatan kontes ternak, seni
ketangkasan, pengadaaan ternak,
penyebaran ternak

Berhentinya kegiatan kontes dan
seni ketangkasan domba garut di
Jawa Barat sebagai insentif para
pembibit

Kerugian vendor dan peternak yang
telah menyediakan untuk
pengadaan.




Peraturan Lingkup Tentang Poin Kebijakan Dampak Kebijakan
Surat Dinas Perikanan dan Kabupate | Kewaspadaan terhadap = Tidak memasukan ternak dari luar Tidak ada pemasukan ternak
Peternakan Ka. Bogor No n Bogor Wabah penyakit Mulut Kab. Bogor ke Bogor
524/233-Keswanvet tgl 11-5-22 dan Kuku
Surat Telegram Kapolda Provinsi Hasil Uji Sample Positif = Penyekatan terhadap keluar masuk Tidak ada lalu lintas ternak
Lampung ST/16/V/RES.2.2/2022 | Lampung | PMK di Kabupaten Tulang | ternak ke provinsi Lampung. dari lampung ke pulau jawa
Bawang Lampung = Penyekatan di Pelabuhan bakauheni.
» Lap. Perkembangan kepada Dir.
Reskrimsus polda/ Tipidter
Hasil Rapat Koordinasi Provinsi Tindak lanjut Surat = Syarat rekomendasi pemasukan dari Kelengkapan daerah bebas
Pemasukan Ternak ke Provinsi | Banten Provinsi Banten ke Provinsi/Kabupaten/Kota di Banten. untuk memperoleh

Banten tgl 13 Mei 2022

Karantina Lampung dan
Cilegon Pengetatan
Pemasukan ternak ke
Provinsi Banten

= Syarat dari daerah bebas PMK :

v"  Rekomendasi pengeluaran dari
daerah asal.

v" SKKH dan lampiran hasil
pemeriksaan tanda klinis per
ekor.

= Meminta tidak memberikan
rekomendasi pengeluaran untuk
daerah terinfeksi.
= Syarat pemasukan:
» Pernyataan sudah dikarantina
dari daerah asal
» Penyataan akan langsung
dipotong
» Pernyataan tidak ada kasus PMK
dari daerah asal

rekomendasi pemasukan ke

banten:

» Melakukan tindakan
karantina dari daerah asal

» Hasil pemeriksaaan klinis
per ekor

» Langsung dipotong

» SKKH

Ternak untuk digemukan atau

dibuidayakan/ dibibitkan

Kembali tidak dapat dilakukan

pemasukan




Peraturan

Lingkup

Tentang

Poin Kebijakan

Dampak Kebijakan

Surat Edaran Pemda
Provinsi Jawa Barat No
70/KS.01.01.08/Perek Tgl.
11 Mei 2022

Provinsi Jawa
Barat

Kewaspadaaan
terhadap penyakit
mulut dan kuku

Penutupan lalu lintas ternak, produk hewan, dan
media pembawa

Penutupan sementara pasar hewan

Pemasukan dengan SKKH dari daerah asal
Penutupan pemasukan dari daerah tertular

Terganggunya penyediaan bahan pangan
asal peternakan dari daerah produksi ke
daerah konsumsi

Berhentinya aktifitas penyediaan ternak
untuk qurban dari pasar hewan
Diperbolehkan masuk dengan SKKH

Dinas Pertanian Kab. Kab. Peningkatan Melarang pemasukan/ memperdagangkan/ Kejelasan status ternak terinfeksi apakah
Purbalingga Purbalingga kewaspadaan PMK memperjualbelikan ternak dan produknya dari wilayah boleh dipotong atau tidak karena
terinfeksi adanya instruksi ternak sakit tidak boleh
Ternak yang dicurigai PMK, pemotongan dilakukan di dipindahkan/ diperdagangkan/
RPH dan penanganan khusus untuk daging/ hasil diperjualbelikan
ikutannya Tidak ada pemasukan ternak dan
Tidak menggembalakan ternak produknya dari daerah terinfeksi
Isolasi ternak yang sakit, tidak
dipindahkan/diperdagangkan/ diperjualbelikan
SE Kadis Garut no 524 Kab. Garut Peningkatan Menghentikan pemasukan dari daerah terinfeksi Tidak ada pemasukan ternak dan
3/6828-Diskan/2022 tgl kewaspadaan PMK Melengkapi ternak masuk dengan SKKH produknya dari daerah terinfeksi
Mei 2022 Menghimbau membeli daging dari RPH yang dikelola SKKH untuk ternak masuk
pemerintah
SE Kadis Garut no Kab. Garut Pemotongan ternak dilakukan di RPH pemerintah atau Fasilitas infrastruktur RPH cold chain

524.3/6828-Diskan/2022

yang ditetapkan

Surat keterangan kesehatan produk hewan untuk
ternak yang dipotong

Melakukan pelayuan atau penanganan khusus untuk
daging yang dipotong di RPH

Memberikan tanda khusus kios daging yang produknya
berasal dari RPH yang ditetapkan

Penutupan sementara pasar hewan

Pengawasan pemasukan bahan pakan ternak dari
lokasi kasus PMK

untuk penanganan daging
Teknis pengawasan bahan baku pakan
dari lokasi kasus PMK




Kesimpulan dan Saran

PMK merupakan PHMS (penyakit Hewan Menular Strategis) pada ternak ruminansisa berkuku
genap, berdampak negative terhadap kegiatan ekonomi

Dampak kerugian PMK dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu DAMPAK LANGSUNG yang
disebabkan oleh penurunan produksi dan perubahan dalam struktur populasi ternak; dan
DAMPAK TIDAK LANGSUNG yang berkaitan dengan biaya pengendalian wabah PMK

Dampak kerugian pada ternak sapi perah, kematian, turunnya produksi dan produktivitas susu,
panjangnya calving interval, menurunnya pendapatan peternak, biaya pembinaan dan vaksinasi
dan membesarnya impor susu,

Dampak negative juga akan terjadi terhadap perdagangan selain komoditi peternakan di dalam
dan luar negeri.

Pola kompartemen dapat diterapkan untuk mengatasi kemungkinan kerugian yang terjadi.
Perlu dilakukan harmonisasi kebijakan pengendalian PMK ditingkat pusat dan daerah.

Perlunya kebijakan pendukung (rescheduling) terhadap kredit ternak dari perbankan yang
sedang berjalan






